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MOTTO 

اًيِةَُ وَ ٱ ٌْهوَُا هِائَْةَ جَلْدَةٍٍۖ وَلاَ تأَْ خُرْ كُنْ بِهِوَا زَأْفةٌَ فىِ دِيْيِ ٱلصَّ اًىِ فاَجْلِدُواْكُلَّ وَحِدٍ هِّ ِ ٱلصَّ للََّّ

 ِ ٌْتنُْ تؤُْ هٌِىًْاَ باِللََّّ ي ئفِةٌَ آبهَوَُاطَ  وَلْيشَْهَدْعَرَا لْْخَِسٍِۖ ٱ لْيىَْمِ ٱوَ إىِْ كُ لْوُؤْهٌِيِْيٱهِّ  

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap 

seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan 

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agam Allah, jika 

kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 

yang beriman. (QS. An-Nuur:2) 
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DEKLARASI 

       Dengan menjunjung tinggi Tri Etika Perguruan Tinggi Diniyah, Ukhuwah, dan 

Ilmiah, saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini merupakan karya ilmiah asli hasil 

penelitian penulis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dihadapan hukum 

maupun kepada Allah swt. jika dikemudian hari ditemukan kepalsuan dalam karya ini 

maka akan penulis tanggung dengan pencabutan gelar kesarjanaan. 

 

     Semarang, 14 Desember 2016 

     Deklarator 
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ABSTRAK 

Pelacuran adalah peristiwa penyerahan tubuh wanita kepada banyak laki-laki 

(lebih darisatu) dengan imbalan pembayaran dan sebagai pemuas nafsu sex 

sipembayar, yang dilakukan di luar pernikahan. Dalam hukum Islam pelacuran masuk 

dalam kategori Jarimah hudud yang sanksi hukumnya disamakan dengan perzinahan. 

Pelacuran atau perzinaan secara tegas telah dilarang dalam Al-Qur’an, larangan 

tersebut telah ditegaskan dalam  QS. al-Isra’ ayat 32. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pelacuran perda 

nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak 

dalam hukum positif dan analisis hukum Islam terhadap sanksi perda nomor 10 tahun 

2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak. Dalam Penelitian ini 

penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode library research yaitu 

metode penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literature dan referensi. 

Setelah data terkumpul penulis mengolah dan menganalisisnya dengan metode 

deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat tentang 

sanksi pelacuran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perda nomor 10 tahun 2001 

tentang larangan pelacuran dianggap bertentangan dengan yang diatur dalam KUHP, 

karena sanksi Perda larangan pelacuran telah mengatur secara berbeda terhadap hal-

hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. 

Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan 

bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam analisis Hukum 

Islam, sanksi perda dianggap sudah sesuai dan mampu memenuhi tujuan pokok dari 

sebuah hukuman yaitu pencegahan, perbaikan dan pendidikan, karena sanksi perda 

merupakan jenis sanksi pidana pelanggaran. Meskipun didalam hukum Islam 

pelacuran sanksinya disamakan dengan perzinahan yaitu rajam dan jilid, tetapi 

didalam perda nilai maslahah dan keadilan yang dijadikan ukuran dalam menentukan 

hukuman. Sanksi perda larangan pelacuran tidak secara normative sesuai dengan teks 

sanksi yang tertuang dalam al-Qur’an dan Sunnah, tetapi secara moral sanksi dapat 

diberikan sesuai kesepakatan daerah dengan merujuk pada ideal moral dalam al-

Qur’an dan Sunnah. 

 

Kata Kunci: Perda nomor 10 tahun 2001, Pelacuran, Sanksi 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

       Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada 

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata 

sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya. 

 

 T ط A ا

 Z ظ B ب

 ‘ ع T ت

 G غ S ث

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Ż ذ

 N ى R ز

 W و Z ش

 S ٍ H ض

 ’ ء Sy ش

 Y ي S ص

   D ض
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Bacaan madd:     Bacaan diftong:  

a> = a panjang     au  =   َْاو  

i> = i panjang      ai    =  َْاي      

u> = u panjang     iy   =   ِْاي 
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